
                         PEMERINTAH KOTA JAMBI 

DINAS SOSIAL 
Jln. Jenderal Sudirman Nomor 156, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 

36138 Telepon (0741) 24193, Faksimile (0741) 31682 
Laman: dinsos.jambikota.go.id, Pos-el: dinsos@jambikota.go.id 

 
 

 

 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI  

 
NOMOR 19.b TAHUN 2025 

 
T E N T A N G 

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI  

 
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota 

Jambi tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 

Mengingat : 1.  Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

 

  2.  Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4578); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 

Nomor 14); 

 

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025; 
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8. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jambi 
 

 

9. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025. 

 

10. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 

 

KESATU : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Dinas Sosial 

Kota Jambi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan 

sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan 

organisasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang di Dinas 

Sosial Kota Jambi.  

 

KEDUA :  Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai berikut:  

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang 

diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, 

dan kinerja organisasi; 

2.  Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran 

kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi 

dengan pemangku kepentingan; dan 

3. Monitoring, evaluasi, perkembangan/kemajuan kinerja. 

 

KETIGA :  Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kota Jambi wajib melaksanakan, 

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi 

Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025. 

 
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 

Desember 2025.  
 
 
 
      
      Ditetapkan di :            Jambi     
      Pada Tanggal      6 Januari 2025.   

KEPALA DINAS, 

 
 

YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19740607 199403 2 002 

 

 



1 I

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

Dalam Menangani PMKS

100% 1,516,661,850                

1
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Persentase PSKS   yang diberdayakan 100% 1,516,661,850                

1

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 

Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

68 Orang 430,479,600                    

Melaksanakan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota √ √ √ √

2

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

11 Orang 140,800,000                    

Melaksanakan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

√ √ √ √

3

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang Meningkat 

Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

150 

Keluarga
677,730,500                    

Melaksanakan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

√ √ √ √

4

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

36 Lembaga 259,071,750                    

Melaksanakan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota √ √ √ √

5

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 

Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3)

Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan 

Sumber Daya Manusia dan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

5 Sertifikat 8,580,000                        

Melaksanakan Peningkatan Kemampuan 

Sumber Daya Manusia dan Penguatan 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) √

II
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL

Persentase Perlindungan dan Jaminan 

Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir 

Miskin yang Didata dan dilayani

100% 2,933,994,235                

1
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota
Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin 100% 2,933,994,235                

1
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota

1250 

Keluarga
825,855,235                    

Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota

√ √ √ √

2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

yang Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

7500 

Keluarga
1,902,875,000                

Memfasilitasi Bantuan Sosial bagi 

Keluarga Penerima Manfaat

√ √ √

3

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 
Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

275 Orang 205,264,000                    Memfasilitasi Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat

√ √ √ √

Peningkatan 

Pelayanan kepada 

Keluarga Miskin 

dan Orang tidak 

Mampu

Persentase 

Pelayanan Keluarga 

Miskin dan Orang 

Tidak Mampu yang 

menerima Bantuan

100%

Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

RENCANA AKSI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI 

TAHUN 2025

Ket
Indikator Kinerja Program (Out 

Comes)/Kegiatan (Out put)/Sub Kegiatan

Target 

Kinerja
Jumlah Dana Aksi

Target Pelaksanaan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

No



Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Ket
Indikator Kinerja Program (Out 

Comes)/Kegiatan (Out put)/Sub Kegiatan

Target 

Kinerja
Jumlah Dana Aksi

Target Pelaksanaan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

No

2 III

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA 

MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Persentase Penanganan Warga

Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 
100% 39,750,000                      

1

Pemulangan Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di 

Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal

Persentase OT yang dipulangkan 100% 39,750,000                      

1

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang dipulangkan dari Titik 

Debarkasi di Daerah Provinsi untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

225 Orang                       39,750,000 

Melaksanakan Fasilitasi Pemulangan 

Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal
√ √ √

IV

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Persentase Rehabilitasi Sosial yang 

dilayani
100% 1,156,249,151                

1

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial

Persentase Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti yang di layani

100% 686,749,951                    

Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan 

Standar Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

275 Orang 214,700,000                    

Menyediakan Permakanan Bagi PPKS

√ √ √ √

1 Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 

Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

275 Orang 68,665,000                      

Menyediakan  Sandang  Bagi PPKS

√ √

2 Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

80 Orang 150,000,000                    Menyediakan  Alat Bantu Bagi 

Penyandang Disabilitas dan Lansia

√ √ √

3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 

Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 

Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang 231,343,746                    

Melaksanakan Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Bagi 

PPKS

√ √ √ √

4 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan 

Data dan Pengaduan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang 22,041,205                      Melaksanakan Pemberian Layanan Data 

dan Pengaduan

√ √

2

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

Persentase Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di 

Luar Panti yang di layani

100% 469,499,200                    

1 Pemberian Layanan Kedaruratan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
275 Orang 469,499,200                    Melaksanakan Pemberian Layanan 

Kedaruratan

√ √ √ √

100%Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

PPKS Terlantar di 

Luar Panti

Persentase PPKS 

Terlantar di Luar 

Panti Yang 

Tertangani 



Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Ket
Indikator Kinerja Program (Out 

Comes)/Kegiatan (Out put)/Sub Kegiatan

Target 

Kinerja
Jumlah Dana Aksi

Target Pelaksanaan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

No

3

V PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Persentase Penanganan Bencana saat 

tanggap darurat
100% 491,616,213                    

1
Perlindungan Sosial   Korban Bencana Alam dan 

Sosial Kabupaten/Kota

Persentase Bencana Alam dan Sosial yang

ditangani
100% 245,874,400                    

1 Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 

3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat 

(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

275 Orang 86,750,000                      
Menyediakan Permakanan 3x1 Hari 

dalam Masa Tanggap Darurat 

(Pengungsian)

√ √ √ √

2 Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada 

Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan 

Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

275 Orang 101,624,400                    

Menyedikan Pakaian dan Kelengkapan 

Lainnya yang Tersedia pada Masa 

Tanggap Darurat (Pengungsian) dan 

Pasca Bencana

√ √ √ √

3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 

Kabupaten/Kota
7 Unit 50,000,000                      Menyediakan Tempat Penampungan 

Pengungsi bagi Korban Bencana

√

4 Pelayanan Dukungan Psikososial

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 

Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

50 Orang 7,500,000                        Melaksanakan Pelayanan Dukungan 

Psikososial

√

2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 

terhadap Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

Persentase Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat

terhadap Kesiapsiagaan Bencana

100% 245,741,813                    

1
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, 

Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

50 Orang 245,741,813                    
Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi 

dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

√ √ √ √

VI PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan Layanan 

Perkantoran Perangkat Daerah 100% 7,660,689,051                

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Peningkatan Nilai AKIP

78 17,554,800                      

1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
2 Dokumen 14,504,800                      

Melaksanakan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan √ √

2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 3,050,000                        

Melaksanakan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

√

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan 

Keuangan Tepat Waktu 100% 5,943,045,317                

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

44 

Orang/bulan
5,721,095,317                

Melaksanakan Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
√ √ √ √

2

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausaha an dan 

Pengujian/Verifikasi Keuang

36 

Dokumen
221,950,000                    

Melaksanakan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
√ √ √ √

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Korban Bencana 

Alam Dan Sosial

Persentase Pelayanan 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial Yang 

Tertangani 

100%



Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Ket
Indikator Kinerja Program (Out 

Comes)/Kegiatan (Out put)/Sub Kegiatan

Target 

Kinerja
Jumlah Dana Aksi

Target Pelaksanaan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

No

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Persentase Penyampaian hasil rekonsiliasi 

BMD tepat 100% 30,550,000                      

1

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD
12 Laporan 30,550,000                      

Melaksanakan Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD √ √ √ √

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IP ASN Perangkat Daerah

100% 121,220,000                    

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan
82 Paket 54,200,000                      

Melaksanakan Pengadaan  Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapannya
√

2

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

44 Orang 67,020,000                      

Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

√

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan sarana dan 

prasarana kerja sesuai dengan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD)
100% 471,596,534                    

1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 16,776,580                      

Melaksanakan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor
√ √

2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
1 Paket 50,258,604                      

Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
√ √ √

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
1 Paket 22,201,350                      

Melaksanakan Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan √ √ √

4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan 217,360,000                    √ √ √ √

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik 

padaSKPD

1 Dokumen 165,000,000                    √

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase pemenuhan jasa pemunjang 

urusan 100% 470,282,400                    

1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
12 Laporan 7,050,000                        

Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
√ √ √

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
12 Laporan 248,200,000                    

Melaksanakan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
√ √ √ √

3

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan
12 Laporan 215,032,400                    

Melaksanakan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor √ √ √ √



Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Ket
Indikator Kinerja Program (Out 

Comes)/Kegiatan (Out put)/Sub Kegiatan

Target 

Kinerja
Jumlah Dana Aksi

Target Pelaksanaan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

No

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase peningkatan Barang Milik 

Daerah (BMD) dalam kondisi baik (layak 

pakai)
100% 606,440,000                    

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit 483,030,000                    

Melaksanakan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan
√ √ √ √

2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
75 Unit                       70,000,000 

Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya √ √ √

3

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

50 Unit 53,410,000                      

Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya  √ √

Jambi,     Januari   2025

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi

YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002


